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Abstract 
Every ethnic in Indonesia have an unique local wisdom. This local wisdom is usually used to resolve 
any problems or conflicts. And most conflict that have happened in Indonesia is SARA. SARA is an 
acronym for suku (ethnict), agama (religion), ras (race), dan antar golongan (amongst group 
community). From social economic problem, cultural, religion, or even political problem such as 
election of head village and presidential election in Indonesia is related to SARA conflict. Local wisdom 
is every values, norms, rules, that live in society. This local wisdom binds people and become the way of 
life in society. This paper would try to contribute how local wisdom have significant role to build social 
harmony in society. And all datas that have been collected for this paper are the collection of research 
from all over Indonesia to build harmony based on local wisdom.  
Setiap etnik di Indonesia mempunyai keunikan kearifan lokal. Kearifan lokal tersebut biasanya 
dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai permasalahan atau konflik. Dan konflik paling banyak 
yang terjadi di Indonesia adalah konflik SARA. SARA merupakan akronim dari suku, agama, ras, 
dan antar golongan. Dari permasalahan sosial ekonomi, kultural, agama, atau bahkan 
permasalahan politik seperti pemilihan kepala desa dan pemilihan presiden di Indonesia yang 
terkait dengan konflik SARA. Kearifan lokal merupakan setiap nilai, norma, aturan, yang tinggal di 
masyarakat. Kearifan lokal tersebut mengikat masyarakat dan menjadi pedoman hidup di 
masyarakat. Tulisan ini akan mencoba untuk memberikan kontribusi bagaimana kebijakan lokal 
mempunyai peran yang signifikan untuk membangun harmoni sosial di masyarakat. Dan semua 
data yang sudah dikumpulkan untuk tulisan ini merupakan kumpulan riset dari seluruh Indonesia 
untuk membangun harmoni sosial yang berdasar pada kearifan lokal.  
Keywords:  local wisdom; conflict; social harmony 
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Pendahuluan 
Indonesia dengan masyarakatnya yang 
dikenal sebagai masyarakat yang ramah 
tamah, ternyata belum sepenuhnya benar 
bila melihat masih sering terjadinya kon-
flik antar etnis atau agama di beberapa 
daerah. Hal ini menunjukkan bahwa 
budaya damai belum sepenuhnya menjadi 
karakter masyarakat Indonesia. Soekanto 
(1982) menyatakan dalam karyanya 
bahwa ketika ada interaksi antara dua 
kelompok masyarakat (etnis) yang ber-
beda, maka ada beberapa kemungkinan, 
diantaranya adalah terjadinya kerjasama 
berdasarkan mutualis simbiosis, terjadi-
nya konflik yang diakibatkan faktor eko-
nomi atau kecemburuan sosial, dan atau 
terjadi akomodasi. Dari beberapa 
peristiwa tersebut faktor konfliklah yang 
selanjutnya dapat menimbulkan per-
pecahan diantara masyarakat jika tidak 
dikelola dengan baik. Konflik bernuansa 
sara dan politik yang terjadi di beberapa 
daerah merupakan bukti konkret belum 
tersentuhnya akar rumput oleh diskursus 
keanekaragaman budaya dan agama, serta 
memperlihatkan bahwa wacana ini baru 
bergulir di kalangan para elite. Akar dari 
konflik itu adalah masalah-masalah eko-
nomi dan politik. Pada tahap lanjutan, ke-
anekaragaman budaya dan agama telah 
dieksploitasi untuk menjustifikasi dan 
memperluas medan konflik. Pada satu sisi 
konflik dapat memecah belah atau me-
rugikan, akan tetapi apabila konflik dapat 
dikelola dengan baik maka hasilnya akan 
positif. Misalnya, semakin mempererat 
hubungan antar satu individu dengan 
individu yang lain, atau munculnya aturan 
baru yang dapat mengakomodasi ke-
pentingan besama. 
Kajian ini menggunakan pendekatan 
sosiologi agama untuk melihat fenomena 
konflik yang sering terjadi di masyarakat 
kita. Alasan menggunakan pendekatan ini 
adalah, pertama pada umumnya permasa-
lahan yang sering terjadi di masyarakat 
Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kedua 
hal tersebut. Sebuah contoh, kasus yang 
banyak mendapat perhatian dari masya-
rakat Indonesia yang cukup fenomenal 
adalah mengenai penodaan agama yang di-
tuduhkan kepada Basuki Cahaya Purnama, 
Gubernur DKI Jakarta. Mengapa 
masyarakat di luar Jakarta sampai di 
seluruh pelosok tanah air merespon, oleh 
karena hal tersebut berkaitan dengan 
agama. Agama di sini digunakan sebagai 
alat legitimasi untuk mencapai kepenting-
an oleh sekelompok masyarakat, pada saat 
bertepatan dengan pemilihan gubernur 
baru DKI Jakarta. Pada sisi yang lain, se-
perti faktor ekonomi, korupsi atau pe-
ningkatan kesejahteraan masyarakat tidak 
mendapatkan apresiasi. Disinilah letak 
sensitivitas agama dalam masyarakat kita. 
Kasus lain yang tidak sampai di ranah 
keagamaan adalah terjadinya konflik etnis 
di Kalimantan Tengah dan Kalimantan 
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Barat. Pertentangan antara etnis Madura 
dengan etnis Dayak, atau etinis Madura 
dengan etnis Melayu. Secara khusus konflik 
suku Dayak dengan Madura menimbulkan 
kerugian baik materi maupun jiwa yang 
begitu banyak. Masyarakat terpecah men-
jadi dua. Pertanyaan yang perlu dijawab 
adalah dimana peran tokoh agama dan 
tokoh masyarakat dalam konflik tersebut? 
Apakah justru memperkeruh atau melerai? 
Masih banyak lagi konflik-konflik yang 
terjadi di tanah air yang perlu mendapat 
perhatian. Jika kondisi tersebut terjadi 
begitu lama maka akan mengancam dis-
integrasi bangsa ini. Semua orang me-
rindukan masyarakat yang aman, damai, 
tentram dan harmonis. Oleh karena ma-
syarakat sangat dinamis maka impian 
tersebut terkadang hanya sebuah cita-cita 
saja. Lalu apa yang sesungguhnya diperlu-
kan oleh bangsa ini? Ada beberapa pe-
mikiran dalam kajian ini, diharapkan akan 
menjadi sumbangan kecil dalam mem-
bangun harmoni sosial bangsa ini.  
Metode pendekatan yang digunakan 
dalam kajian ini adalah kualitatif. Mengapa 
kualitatif, karena permasalahan konflik 
yang begitu komplek diperlukan data-data 
yang sangat mendalam hasil dari wawan-
cara atau studi dokumentasi. Jika ada data-
data kuantitatif, maka data tersebut akan 
digunakan sebagai data pendukung argu-
mentasi atau temuan lapangan. Data yang 
diperoleh dalam karya ilmiah ini merupa-
kan hasil withdrawal dari bank data yang 
sudah dimiliki oleh peneliti dari peng-
alaman penelitian di beberapa tempat, di-
antaranya: di Paranggean (Kalteng); Kab. 
Landak dan Jagoi Babang daerah per-
batasan Indonesia-Malaysia; Ambon; 
Tentena; Atambua khususnya di Kabupa-
ten Belu; Bali dan Medan. Semua pe-
nelitian dilakukan dalam rangka studi 
harmoni sosial berdasarkan kearifan lokal. 
Dipercaya bahwa Indonesia memiliki 
berbagai macam suku – etnis. Setiap suku 
pasti memiliki kearifan lokal yang di-
gunakan sebagai way of life masyarakat 
tersebut, ketika ditemukan sebuah ke-
arifan lokal dalam masyarakat, maka 
budaya atau tradisi tersebut dapat 
digunakan sebagai dasar damai atau hidup 
harmoni dengan orang lain yang berbeda 
suku dan atau agama. Misalnya, tradisi 
ngejot. Ini adalah budaya saling memberi 
makanan kepada tetanggga yang berbeda 
agama atau suku. Tradisi tersebut di-
lakukan setiap memperingati hari raya 
keagamaan. Di Desa Kepaon, Denpasar ada 
desa yang penduduknya mayoritas Hindu, 
Islam dan Kristen. Mereka melaksanakan 
ngejot dalam rangka menjaga harmoni 
sosial. Hal yang sama dilakukan oleh 
masyarakat Dayak di Jagoi Babang. 
Sebagaimana di Jawa orang saling ber-
kunjung di hari raya Idul Fitri, maka di 
Jagoi Babang ketika ada upacara gawai, 
masyarakat saling berkunjung bahwa 
warga Malaysia yang masih satu suku juga 
berkunjung ke keluarga di perbatasan. Tak 
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kalah menariknya di Jawa banyak kearifan 
lokal yang dimiliki oleh orang Jawa. 
Misalnya, seorang perempuan tidak boleh 
makan di depan pintu rumah utama. Ke-
percayaan yang ada, nanti sulit mencari 
jodoh. Kemudian apabila terjadi konflik 
atau salah paham sebaiknya bersikap 
diam, daripada bertengkar, nanti malu jika 
dilihat oleh tetangga. Hal tersebut se-
sungguhnya tidak akan menyelesaikan 
permasalahan. Jadi berdiam diri meupa-
kan karakter orang Jawa jika terlibat 
dalam permasalahan. Masih banyak 
budaya lokal yang dimiliki oleh masyara-
kat yang dapat digunakan untuk mem-
bangun harmoni bangsa, namun mengapa 
masih saja terjadi konflik di beberapa 
daerah, apa sesungguhnya yang diperlu-
kan oleh masyarakat kita ini? Berikut 
adalah beberapa pokok pikiran yang perlu 
ditambah dan atau dikembangkan agar 
semakin sempurna. 
Kearifan Lokal 
Secara etimologis, kearifan (wisdom) 
berarti kemampuan seseorang dalam 
menggunakan akal pikirannya untuk me-
nyikapi sesuatu kejadian, obyek atau 
situasi. Pada sisi yang lain kearifan lokal 
dapat diartikan sebagai gagasan, nilai atau 
pandangan masyarakat terhadap sebuah 
fenomena dan menyikapinya dengan 
bijaksana. Kearifan lokal dipercayai oleh 
masyarakat di suatu tempat tersebut dan 
sudah diikuti secara turun temurun dan 
sifatnya mengikat. Apabila ada orang yang 
melanggar maka akan ada sanki atau 
akibatnya. 
Dengan demikian, kearifan lokal secara 
substansial merupakan nilai dan norma 
yang berlaku dalam suatu masyarakat 
yang diyakini kebenarannya dan menjadi 
acuan dalam bertindak dan berperilaku 
sehari-hari. Oleh karena itu, kearifan lokal 
merupakan entitas yang sangat menentu-
kan harkat dan martabat manusia dalam 
komunitasnya (Geertz 2007). Kearifan 
Lokal memiliki beberapa ciri diantaranya, 
pertama memiliki kamampuan untuk 
mengendalikan. Misalnya, kearifan lokal 
yang dimiliki oleh masyarakat Ambon 
dikenal dengan sebutan Pela gandong. 
Untuk menekan tindak kriminalitas atau-
pun tindakan yang lain maka, setiap 
pelanggar hukum atau norma masyarakat 
akan dikenakan sanksi adat. Nampaknya 
sanksi adat tersebut lebih efektif sehingga 
tidak perlu smpai ke ranah hukum positif. 
Kedua, kearifan lokal mampu dijadikan 
sebagai benteng untuk survival dari 
pengaruh budaya luar. Oleh karena hal ini 
berkaitan dengan identitas lokal atau local 
identity masyarakat tertentu. Hal inilah 
yang membedakan budaya satu dari yang 
lain. Ketiga, kearifan lokal mampu mem-
beri arah perkembangan budaya agar 
tidak terpengaruh budaya luar yang tidak 
sesuai dengan norma atau kaidah masya-
rakat setempat. Contoh lain kearifan lokal 
yang dimiliki oleh masyarakat Bali dan 
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Lombok disebut awig-awig. Awig-awig 
adalah aturan adat yang menjadi pedoman 
untuk bertindak dan bersikap terutama 
dalam hal berinteraksi dan mengolah 
sumber daya alam dan lingkungan di 
daerah Lombok Barat dan Bali.  
Banyaknya kearifan lokal yang dimiliki 
oleh bangsa Indonesia menunjukkan ke-
kayaan yang dimiliki oleh masyarakat. 
Apabila hal tersebut dipelihara sebagai 
sebuah kemajemukan bangsa kita, maka 
ini merupakan harta yang tidak ternilai 
dan dapat digunakan sebagai alat atau 
modal dasar sebuah harmoni bangsa. 
Kekayaan tersebut sebaiknya diajarkan 
kepada masyarakat dan menjadi bagian 
modal pendidikan multikultural. 
Pendidikan Multikultural 
Strategi pendidikan multikultural sa-
ngat penting dalam menumbuhkan karak-
ter perdamaian bagi masyarakat, karena 
masyarakat akan mengalami sendiri inter-
aksi di dalam lingkungan mereka masing-
masing. Untuk mewujudkan hal tersebut, 
maka dapat diawali dengan pendidikan 
multikultural melalui pendidikan formal di 
sekolah-sekolah. Hal ini sangat penting 
mengingat kita hidup dengan orang lain 
yang (bisa saja) berbeda keyakinan, status 
sosial dan etnis. Jika sejak dini peserta 
didik diajarkan bagaimana mengenal orang 
lain yang ‘berbeda’ tadi maka jiwa inklusif 
akan dimiliki, dan jiwa tersebut yang 
diperlukan untuk membangun harmoni 
sosial bangsa ini. Konflik terjadi dapat 
diakibatkan oleh karena minimnya 
pemahaman terhadap ‘the others’. 
Dalam pendidikan multikultural, se-
baiknya semua aspek kelembagaan harus 
menerapkan sistem dan metode yang 
dapat menanamkan sifat multicultural-
isme dan pluralisme. Melalui sifat yang 
dimiliki oleh para peserta didik maka se-
lanjutnya mereka akan mampu menggali 
dan mengembangkan nilai-nilai perdamai-
an dan toleransi. Oleh karena itu guru 
selain harus menguasai dan mampu se-
cara profesional mengajarkan mata pel-
ajaran, tetapi juga harus mampu mem-
berikan penanaman nilai-nilai pendidikan 
multikultural yaitu demokrasi, humanis-
me, pluralisme, dan memiliki religiusitas 
yang dapat dipertanggungjawabkan untuk 
kemanfaatan masyarakat yang plural. Oleh 
karena itu pelaksanaan pendidikan 
budaya damai menjadi sangat diperlukan 
terutama di daerah-daerah yang rawan 
konflik.  
Melalui penelitian berjudul Pendidikan 
Multikultural di Pulau Dewata, Wibowo 
menyebutkan bahwa pendidikan agama 
berbasis multikultural merupakan ke-
niscayaan yang harus diterapkan dalam 
lembaga pendidikan di Indonesia (Wibowo 
2015). Pendidikan agama berbasis multi-
kultural akan melahirkan generasi-gene-
rasi yang siap bergaul, berinteraksi, be-
kerjasama, saling isi mengisi, saling harga 
menghargai, hormat menghormati sesama 
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manusia tanpa harus saling menyakiti atau 
menganggap salah ajaran agama dan 
budaya yang berbeda.  
Pluralisme agama menolong kita untuk 
rendah hati menyadari bahwa sikap 
superioritas tidak bermanfaat untuk me-
ngerti orang lain lebih baik sebab Allah 
mengasihi semua manusia tanpa ter-
kecuali, dan karenanya kita harus menjadi 
sesama atau menjadi sahabat bagi saudara-
saudara kita yang berkepercayaan lain 
(Darmaputera 1995: 194). Pluralisme 
agama bukan berarti percampuran atau 
sinkretisme, sebab keunikan masing-
masing agama tetap dapat dipertahankan 
dan dapat dikomunikasikan; dan bukan 
untuk dipertandingkan. Keterbukaan se-
macam ini menumbuhkan perdamaian dan 
toleransi dan bukan pada tempatnya lagi 
saling menghujat, menyalahkan, apalagi 
membunuh (Abdullah 1999: 58-59). 
Model pluralisme Kniter dengan dialog 
pluralistik yang bertanggungjawab global 
dapat dipertimbangkan untuk mengatasi 
masalah kemiskinan dan kerusakan 
ekologi dalam konteks kita. Agama-agama 
harus memberikan kontribusi yang berarti 
mengatasi kedua masalah besar itu. Model 
ini mendorong warga masyarakat untuk 
berdialog sebab dialog agama bukanlah 
monopoli kaum elit agama. Hakikat pen-
didikan Paulo Freire (dalam Murtiningsih 
2004) diarahkan atas pandangannya 
terhadap manusia dan dunia, pendidikan 
harus berorientasi pada pengenalan 
realitas diri manusia dan dirinya sendiri, 
serta memiliki kesadaran dan berpotensi 
sebagai Man of Action untuk mengubah 
dunianya. Pendidikan adalah instrumen 
untuk membebaskan manusia supaya 
mampu mewujudkan potensinya. 
“Tujuan utama manusia adalah humani-
sasi yang ditempuh melalui pembebasan. 
Proses untuk menjadi manusia secara 
penuh hanya mungkin apabila manusia 
berintegrasi dengan dunia. Dalam ke-
dudukannya sebagai subjek, manusia 
senantiasa menghadapi berbagai ancaman 
dan tekanan, namun ia tetap mampu terus 
menapaki dan menciptakan sejarah berkat 
refleksi kritisnya.” (Freire, dalam 
Murtiningsih 2004: 55). Pendidikan 
dengan pendekatan kemanusiaan sering 
diidentikkan dengan pembebasan, yakni 
pembebasan dari hal-hal yang tidak 
manusiawi. Jadi, untuk mewujudkan pen-
didikan yang memanusiakan manusia 
dibutuhkan suatu pendidikan yang mem-
bebaskan dari unsur dehumanisasi 
Dalam era globalisasi, agama tetap me-
mainkan peranan penting dalam integrasi 
bangsa dan agar supaya masyarakat tidak 
hanyut dalam arus fundamentalisme dan 
liberalisme, karena keduanya tidak peduli 
dengan eksistensi orang lain. Jika agama-
agama tidak dapat berdialog, maka ke-
kerasan atas nama agama dapat men-
cederai kesatuan bangsa dan menciptakan 
ketakutan dalam masyarakat. Pluralisme 
agama menjadikan dikotomi mayoritas-
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minoritas tidak relevan lagi sebab semua 
umat beragama berpotensi sama baiknya 
membangun kehidupan bersama secara 
damai dalam bingkai keberagaman dalam 
kesatuan bangsa (Bhinneka Tunggal Ika). 
Untuk itu, agar dapat hidup dalam 
keanekaragaman agama secara harmoni, 
seharusnyalah agama itu sendiri harus 
juga menyadari dan menyadarkan warga-
nya bahwa pluralitas agama bukanlah 
dosa dan sesuatu yang harus dinisbihkan, 
melainkan suatu potensi yang besar dalam 
mengembangkan kehidupan beragama 
yang satu dengan yang lain dalam 
penyembahan kepada Tuhan yang absolut. 
Tidak ada satu agama yang absolut. 
Walaupun agama itu memang merupakan 
pernyataan yang Absolut, tetapi itu tidak 
menjadikan agama sebagai absolut, me-
lainkan hanya Tuhan yang absolut, benar 
dan final bagi manusia dan masyarakat 
(Knitter 1985: 134). Ini berarti ke-
percayaan akan kemahakuasaan Tuhan 
atas segala sesuatu termasuk manusia dan 
semua aspek kehidupannya meng-
implikasikan bahwa kekuasaan, kehendak 
dan kebenaran Tuhan tidak dapat dibatasi 
oleh siapa pun dan tidak dapat dibatasi 
oleh apa pun, termasuk agama yang 
diyakini dan dianut (Sutarno 2004: 282).  
Dalam era globalisasi, agama tetap 
memainkan peranan penting dalam inte-
grasi bangsa dan agar masyarakat tidak 
hanyut dalam arus individualisme, funda-
mentalisme dan liberalisme, karena 
ketiganya tidak peduli dengan eksistensi 
orang lain. Jika agama-agama tidak dapat 
berdialog, maka kekerasan atas nama 
agama dapat menciderai intergerasi dan 
menciptakan ketakutan dalam masyarakat. 
Pluralitas agama menjadikan dikotomi 
mayoritas-minoritas tidak relevan lagi, 
sebab semua umat beragama berpotensi 
sama baiknya membangun kehidupan 
bersama secara damai dalam bingkai 
keberagaman. Sebagai realitas faktual plu-
ralitas agama haruslah direspon secara 
mengena dan relevan serta dapat di-
manfaatkan sebagai aset bersama untuk 
melaksanakan panggilan bersama dalam 
mengupayakan kesejahteraan dari semua 
untuk semua. Ia mengandung semangat 
ganda bahwa satu sisi tak hendak meng-
ingkari adanya perbedaan, bukan hanya 
sebagai kenyataan yang harus diterima, 
tetapi juga sebagai modal yang harus terus 
dipelihara, bahkan dikembangkan, dan di 
sisi lain, perbedaan tidak boleh meng-
halangi dan mengalahkan semangat untuk 
bekerja sama, membangun kebersamaan, 
serta tekad, semangat, dan upaya untuk 
mewujudkan cita-cita bersama dalam me-
ngembangkan kehidupan manusia yang 
ideal: religius, berkeadilan, damai, dan 
sejahtera. Dengan demikian bahwa plural-
itas agama suatu fakta penting yang dapat 
menjadi titik pijak bersama pada peran 
fungsional agama dalam menjalankan 
perannya yang integratif dan menciptakan 
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harmoni sosial dalam masyarakat (Geertz 
1960: 475). 
Menurut hasil dialog pengembangan 
wawasan multikultural antara pemuka 
agama pusat dan pemuka agama di 
Provinsi Bali, dinyatakan adanya potensi 
kerukunan yang dibangun dari kearifan 
lokal masyarakat Bali. Misalnya budaya 
Menyama Braya, slogan Tat Twam Asi dan 
Tri Hita Karana, menjadi pondasi penting 
bagi masyarakat Bali untuk mewujudkan 
harmoni sosial bangsa (Mudzhar 2003: 
282-283). Begitu juga masyarakat di Poso 
memiliki kearifan lokal yang disebut sintu 
maroso yang dapat digunakan sebagai 
dasar resolusi konflik internal. 
Isu-isu kerukunan tentu saja tidak lepas 
dari adanya persoalan-persoalan yang 
muncul dan berkembang di masyarakat. 
Misalnya, pemahaman masyarakat ten-
tang wawasan multikulturalisme masih 
harus disosialisasikan bukan hanya ke-
pada peserta didik di sekolah saja, me-
lainkan juga dimungkinkan di masyarakat, 
mengingat bangsa Indonesia memiliki 
kemajemukan yang tinggi dibandingkan 
dengan negara lainnya. 
Pendidikan Budaya Damai 
David W. Johnson dan Roger T. Johnson 
dalam artikelnya yang berjudul Essential 
Components of Peace Education menyebut-
kan lima elemen penting untuk membangun 
dasar pendidikan perdamaian. Satu diantara-
nya adalah “students must be taught how to 
engage in integrative negotiations and peer 
mediation to resolve their conflicts with 
each other constructively”. Dari uraian 
Johnson sangat jelas bahwa keikutsertaan 
peserta didik dalam studi perdamaian ter-
utama dalam penyelesaian permasalahan 
yang ada di sekitar kita, dengan demikian 
peserta didik memiliki pengalaman dalam 
bermasyarakat. 
Di dalam teori resolusi konflik dalam 
studi perdamaian ada tiga hal yang dapat 
menopang terciptanya perdamaian, yaitu 
peacemaking, peacebuilding dan peace-
keeping. United Nations menggunakan 
ketiga hal tersebut disebut sebagai alat 
pemersatu atau alat “perdamaian” pada 
sebuah wilayah berkonflik. Peacemaking 
adalah sebuah upaya diplomatis yang 
digunakan untuk menyelesaikan per-
masalahan antara pihak yang berkonflik 
tanpa tindakan kekerasan yang berujung 
pada perjanjian damai, dan fase ini biasa-
nya setelah konflik. Peacekeeping adalah 
sebuah intervensi dari pihak ke-3 untuk 
membantu wilayah berkonflik yang ber-
ada dalam keadaan transisi yang dimaknai 
sebagai memisahkan kedua pihak yang 
bermasalah dengan menyediakan ke-
amanan serta inisiatif nonmiliter. Peace-
building adalah skema kerja untuk meng-
hindar akan konflik datang kembali. Sa-
ngat berguna untuk mengatur konflik atau 
memancing konflik yang dapat diselesai-
kan secara damai. Dalam pemikiran Johan 
Galtung, tantangan untuk budaya damai 
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adalah bagaimana meningkatkan negative 
peace menjadi positive peace yang intinya 
menciptakan keadilan sosial, kesejahtera-
an ekonomi, keterwakilan politik yang 
efektif. 
Pertanyaan yang harus dijawab adalah 
siapakah yang harus menjadi peserta didik 
Pendidikan Budaya Damai? Pertama ada-
lah masyarakat, karena merekalah yang 
saling bersinggungan antara satu dengan 
yang lain. Ketika masyarakat dapat ber-
partisipasi dalam membangun budaya 
damai, maka konflik dapat diminimalisir. 
Kedua, adalah peserta didik yang sedang 
dalam proses pendidikan di tingkat dasar 
sampai perguruan tinggi. Hal ini sangat 
penting dilakukan karena di bangku pen-
didikan sangat rentan terhadap mani-
pulasi kebenaran data oleh karena ke-
pentingan pribadi atau golongan. 
Prinsip pendidikan sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional meng-
amanatkan prinsip-prinsip dalam pe-
laksanaan pendidikan, yaitu demokratis 
berkeadilan, dan tidak diskriminatif meng-
hargai kemajemukan. Pendidikan di-
selenggarakan sebagai satu kesatuan yang 
sistem terbuka dan multimakna. Pendidik-
an diselenggarakan dengan member-
dayakan semua komponen masyarakat 
melalui peran serta dalam penyeleng-
garaan dan pengendalian mutu layanan 
pendidikan. Sedangkan fungsi pendidikan 
menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 
3 adalah mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertuju-
an berkembangnya kemampuan peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta ber-
tanggung jawab. Menurut UNICEF Pen-
didikan Perdamaian pada prinsipnya 
merupakan proses memperkenalkan pe-
ngetahuan, keterampilan, sikap dan nilai 
yang dibutuhkan untuk mewujudkan per-
ubahan perilaku yang akan memungkin-
kan anak-anak, remaja dan orang dewasa 
untuk mencegah konflik dan kekerasan, 
baik terbuka maupun struktural; me-
nyelesaikan konflik secara damai; dan 
untuk menciptakan kondisi yang kondusif 
untuk perdamaian, baik secara intraper-
sonal, Interpersonal, intergroup, nasional 
atau internasional. (Susan Foundation 
1999). Dalam konsepsi UNESCO, damai 
atau peace diartikan secara luas. ‘Peace is 
more than an absence of war. It means justice 
and equity for all as the basis for living 
together in harmony and free from violence, 
now, but even more so for our children and 
succeeding generations’. Kata damai 
mengandung makna lebih dari sekedar 
tidak terjadi konflik. Damai, bermakna 
keadilan dan kesetaraan untuk semua, 
sebagai landasan bersama secara hor-
monis dan bebas dari tindak kekerasan, 
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bukan hanya saat ini saja melainkan juga 
untuk generasi pada masa yang akan 
datang. Apabila konsep tersebut dipahami 
dan dilakukan oleh setiap lapisan ma-
syarakat tanpa harus memberlakukan per-
bedaan, niscaya kedamaian dan keadilan 
akan tercipta. Permasalahan yang muncul 
adalah setiap insan memiliki tujuan dan 
kepentingan hidup yang berbeda. Ada 
yang mengutamakan ketentraman hidup, 
tidur nyenyak urusan materi tidak di-
utamakan, sebaliknya ada juga yang meng-
utamakan materi dalam hidup sehingga 
harus bekerja keras jika memungkinkan 
dan ada kesempatan norma agama tidak 
dijadikan sebagai pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan. 
Kesimpulan  
Keanekaragaman kearifan lokal yang 
mencerminkan nilai sosial budaya masya-
rakat pada umumnya bersifat verbal dan 
tidak sepenuhnya terdokumentasi dengan 
baik. Norma-norma sosial yang ada, baik 
yang bersifat anjuran ataupun yang 
bersifat larangan, masih perlu pendalaman 
lebih lajut, terutama ketika hal tersebut 
memiliki dampak secara nasional. Oleh 
karena itu perlu dikembangkan suatu 
bentuk knowledge management terhadap 
berbagai jenis kearifan lokal tersebut agar 
dapat digunakan sebagai acuan dalam 
proses pembangunan manusia seutuhnya 
yang berjiwa Pancasilais. Modal dasar bagi 
segenap elit dan segenap agen pembaharu 
bangsa adalah ketulusan membuang ego 
pribadi ataupun kelompok, bersedia 
menggali nilai-nilai budaya masyarakat 
daerah masing-masing. Masyarakat ber-
sama-sama menggali sumber kehidupan 
secara arif dan bijaksana, sehingga ada 
jalan menuju kehidupan yang harmoni, 
dengan meniadakan konsep hukum rimba, 
menolong yang lemah, menciptakan 
kedamaian, keadilan dan kesejahteraan. 
Keterbukaan merupakan modal dasar 
dalam setiap aktualisasi pergaulan, pe-
kerjaan dan pembangunan, beserta nilai-
nilai budaya lain yang menyertainya.  
Pendidikan perdamaian dan multi-
kultural perlu ditanamkan kepada setiap 
elemen masyarakat baik dalam keluarga, 
masyarakat dan pendidikan dasar sampai 
pendidikan tinggi. Ini menjadi penting 
supaya ada kesadaran bersama sebagai 
suatu bangsa yang memiliki keaneka-
ragaman budaya dan agama yang ber-
beda-beda. Hal itulah yang menjadi 
fondasi kekuatan bangsa kita. Jangan 
sampai budaya luar yang lebih konsu-
meristik akan menghancurkan kearifan 
lokal yang memiliki.[] 
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